LAPORAN SINGKAT
KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI,
DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).
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Selasa, 4 April 2017

Pukul 14.00 WIB

Ruang Rapat Komisi VIIIl DPR Rl Gedung Nusantara Il lantai 1
JI. Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.

: Yanto Supriyanto, S.H.

Pemenuhan kebutuhan anggaran tunjangan sertifikasi
madrasah dan pendidikan agama Islam

1. ... orang dari 26 orang Anggota Panja RUU mengenai
Sertifikasi Guru dan Inpassing Komisi VIII DPR RI.

2. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI beserta jajaran

3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan PPN/Bappenas

4. Direktur Keuangan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI



PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja Komisi VIII DPR Rl mengenai Sertifikasi
Guru dan Inpassing pada pukul 14.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk
umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Sertifikasi Guru
dan Inpassing H. Abdul Malik Haramain, M.Si. sesuai waktu dan tempat acara
tersebut di atas.

3. Rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Panja Sertifikasi Guru dan
Inpassing dimulai dengan pengantar dari Ketua Panja dan dilanjutkan dengan
mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat,
dan Kebudayaan PPN/Bappenas, dan Direktur Keuangan Dirjen Anggaran

Kemenkeu RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai
Sertifikasi Guru dan Inpassing dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
RlI, Dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Dan
Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
dengan agenda “Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Tunjangan Sertifikasi
Guru Madrasah dan Pendidikan Agama Islam”, maka dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

1. Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian
Agama RI meningkatkan koordinasi dengan Itjien Kementerian Agama RI dan
BPKP untuk mempercepat penyelesaian proses verifikasi dan validasi data
guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAIl) baik yang telah
memiliki sertifikat pendidik maupun yang telah memenuhi syarat untuk

mengikuti proses sertifikasi serta inpassing paling lambat bulan Juli 2017.

2. Panja Komisi VIII DPRI mendesak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian
Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan RI dan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas untuk menyinkronisasikan data guru madrasah dan guru
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PAI yang telah direviu oleh Itjen Kementerian Agama RI dan BPKP agar
kebutuhan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)-nya dapat dialokasikan di
APBN-P tahun 2017.

3. Panja Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen Pendidikan Islam Kementerian
Agama RI untuk mengupayakan pemerataan persebaran dan rasio ideal guru
madrasah dan murid melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan

terhadap guru dan masyarakat yang menyelenggarakan madrasah.

4. Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian
Agama RI untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru madrasah dan

guru PAI melalui pembinaan yang intensif.

. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 17.05 WIB.

Jakarta, 4 April 2017

KETUA PANJA MENGENAI SERTIFIKASI GURU DAN
INPASSING KOMISI VIII DPR RI,

Ttd.

H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si




